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ABSTRACT; Policy advocacy in the digital era has grown rapidly, along with advances
in information technology and the use of social media as a tool to mobilize the public.
This study analyzes the framing of policy advocacy in the context of an online petition for
amnesty for Baiq Nuril, a teacher who was a victim of sexual harassment and was
convicted for spreading recorded evidence of the harassment. This case illustrates how
digital campaigns can drive public policy change, especially in fighting for justice for
victims of sexual violence. Through online petitions raised on platforms such as
Change.org, and widespread support from the public through social media, the campaign
succeeded in raising public awareness and pressuring the government to take steps that
were more in favor of the victim. This study uses a framing analysis approach to explore
how the narratives built by advocates, through social media and petitions, succeeded in
shaping public opinion and influencing amnesty policies that benefit Baiq Nuril. The
results of the study show that appropriate framing, which emphasizes issues of justice,
human rights, and protection for victims of sexual violence, has a significant role in social
mobilization and policy change. This study provides insight into the effectiveness of digital
advocacy in influencing public policy in the information era, as well as the importance of
using technology in driving more inclusive and equitable social change. This study
analyzes the use of online petitions as a policy advocacy tool in the digital era, focusing
on a case study of the petition for Baiq Nuril's amnesty. Using a framing theory approach,
this study identifies how messages in petitions are constructed to influence public opinion
and government policy. Using qualitative content analysis methods and measuring
effectiveness through social media signature and sentiment data, the findings show that
moral and social justice framing are effective in mobilizing public support. This study also
identifies challenges in maintaining campaign momentum and converting it into real
policy change.

Keywords: Policy Advocacy, Media Advocacy, Framing, Online Petitions, Digital Age.

ABSTRAK; Advokasi kebijakan di era digital telah berkembang pesat, seiring dengan
kemajuan teknologi informasi dan penggunaan media sosial sebagai alat untuk
memobilisasi publik. Penelitian ini menganalisis framing advokasi kebijakan dalam
konteks petisi online untuk amnesti Baiq Nuril, seorang guru yang menjadi korban
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pelecehan seksual dan dihukum karena menyebarkan bukti rekaman pelecehan. Kasus ini
menggambarkan bagaimana kampanye digital dapat mendorong perubahan kebijakan
publik, terutama dalam memperjuangkan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Melalui
petisi online yang digalang di platform seperti Change.org, dan dukungan luas dari
masyarakat melalui media sosial, kampanye ini berhasil membangkitkan kesadaran publik
dan menekan pemerintah untuk mengambil langkah yang lebih berpihak pada korban.
Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis framing untuk menggali bagaimana
narasi yang dibangun oleh para advokat, melalui media sosial dan petisi, berhasil
membentuk opini publik dan memengaruhi kebijakan amnesti yang menguntungkan Baiq
Nuril. Hasil penelitian menunjukkan bahwa framing yang tepat, yang menekankan pada
isu keadilan, hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual,
memiliki peran signifikan dalam mobilisasi sosial dan perubahan kebijakan. Penelitian ini
memberikan wawasan tentang efektivitas advokasi digital dalam mempengaruhi
kebijakan publik di era informasi, serta pentingnya penggunaan teknologi dalam
mendorong perubahan sosial yang lebih inklusif dan adil.

Penelitian ini menganalisis penggunaan petisi online sebagai alat advokasi kebijakan di
era digital, dengan fokus pada studi kasus petisi untuk amnesti Baiq Nuril. Melalui
pendekatan teori framing, penelitian ini mengidentifikasi bagaimana pesan dalam petisi
dikonstruksi untuk mempengaruhi opini publik dan kebijakan pemerintah. Dengan
menggunakan metode analisis konten kualitatif dan pengukuran efektivitas melalui data
tanda tangan dan sentimen media sosial, temuan menunjukkan bahwa framing moral dan
keadilan sosial efektif dalam memobilisasi dukungan publik. Penelitian ini juga
mengidentifikasi tantangan dalam mempertahankan momentum kampanye dan
mengonversinya menjadi perubahan kebijakan yang nyata.

Kata Kunci: Advokasi Kebijakan, Advokasi Media, Framing, Petisi Online, Era Digital.

PENDAHULUAN
Latar Belakang Advokasi Perubahan Kebijakan di Era Digital: Kasus Baiq Nuril
Advokasi perubahan kebijakan publik telah menjadi aspek penting dalam upaya
mendorong perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Di era digital saat ini, media sosial dan
platform digital memainkan peran yang sangat besar dalam proses advokasi, membuka peluang
bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan publik. Perubahan
kebijakan yang sebelumnya hanya dapat dilakukan melalui proses politik konvensional kini
semakin melibatkan mobilisasi publik melalui alat digital seperti petisi online, kampanye di
media sosial, dan media berbasis internet lainnya. Advokasi digital, terutama yang
menggunakan platform seperti Change.org, Twitter, Facebook, dan Instagram, telah menjadi
salah satu metode utama dalam memperjuangkan perubahan kebijakan, termasuk dalam kasus-
kasus yang melibatkan hak asasi manusia dan keadilan sosial.
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Salah satu contoh penting dari advokasi kebijakan digital yang berhasil memengaruhi
perubahan kebijakan adalah kasus Baiq Nuril, seorang guru di Indonesia yang menjadi korban
pelecehan seksual oleh atasannya. Kasus ini mengilustrasikan bagaimana advokasi digital dapat
dimanfaatkan untuk memperjuangkan perubahan kebijakan publik, mempengaruhi pendapat

publik, dan pada akhirnya menghasilkan perubahan kebijakan yang signifikan.

Kasus Baiq Nuril: Latar Belakang dan Permasalahan

Baiq Nuril Maknun adalah seorang guru di Kabupaten Mataram, Nusa Tenggara Barat,
yang pada 2017 menjadi korban pelecehan seksual oleh kepala sekolah tempatnya mengajar.
Untuk membuktikan bahwa dirinya telah dilecehkan, Baiq Nuril merekam percakapan telepon
antara dirinya dan kepala sekolah yang berisi kata-kata pelecehan. Namun, bukannya
mendapatkan perlindungan, Baiq Nuril justru dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan karena
dianggap telah melanggar undang-undang tentang perlindungan data pribadi dengan
menyebarkan rekaman percakapan tersebut.

Keputusan hukum ini mengundang kritik dari berbagai pihak, terutama dari aktivis hak
perempuan dan kelompok yang memperjuangkan kesetaraan gender serta perlindungan
terhadap korban kekerasan seksual. Masyarakat merasa bahwa hukum tersebut tidak berpihak
pada korban, melainkan lebih melindungi pelaku pelecehan, yang pada saat itu tetap bebas dari
hukuman. Situasi ini memunculkan protes publik dan dorongan untuk melakukan perubahan

hukum agar lebih berpihak pada korban kekerasan seksual.

Advokasi Digital dalam Kasus Baiq Nuril

Salah satu alat utama yang digunakan dalam advokasi untuk membebaskan Baiq Nuril
adalah petisi online, yang diinisiasi oleh berbagai organisasi masyarakat sipil dan individu.
Petisi Change.org yang mendesak peraturan amnesti untuk Baiq Nuril mendapatkan perhatian
luas, mengumpulkan ratusan ribu tanda tangan dari masyarakat Indonesia dan internasional.

Melalui platform Change.org dan media sosial, masyarakat dapat dengan cepat
mengorganisir diri untuk menyuarakan ketidakadilan yang dialami oleh Baiq Nuril. Kampanye
ini menggunakan framing yang menekankan pada keadilan dan hak asasi manusia, terutama
dalam konteks perlindungan terhadap korban pelecehan seksual. Framing ini berhasil menarik

perhatian publik dan memobilisasi dukungan yang sangat besar.
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Pentingnya Framing dalam Advokasi Kebijakan di Era Digital

Framing dalam advokasi kebijakan adalah cara untuk menyusun dan menyampaikan
pesan dengan tujuan untuk mempengaruhi opini publik dan pembuat kebijakan. Dalam kasus
Baiq Nuril, framing yang digunakan dalam petisi online dan kampanye media sosial berfokus
pada narasi keadilan, perlindungan hak perempuan, dan penegakan hukum yang adil. Pesan-
pesan tersebut menekankan bahwa hukum seharusnya melindungi korban kekerasan seksual,
bukan justru menghukum mereka. Narasi ini berhasil membangun solidaritas yang kuat di antara
masyarakat, yang selanjutnya mempengaruhi keputusan politik.

Media sosial menjadi sarana utama untuk menyebarkan pesan ini. Aktivis dan masyarakat
umum menggunakan hashtag seperti #SaveBaiqNuril dan #AmnestiBaiqNuril untuk
menyatukan suara mereka dan menggalang dukungan. Selain itu, kampanye ini juga berhasil
menarik perhatian media massa, yang semakin memperkuat tekanan terhadap pemerintah untuk

mengambil langkah-langkah yang lebih manusiawi dan berpihak pada korban.

Dampak Advokasi Digital dalam Perubahan Kebijakan

Advokasi digital dalam kasus Baiq Nuril menunjukkan bagaimana penggunaan teknologi
digital dan media sosial dapat memengaruhi perubahan kebijakan. Meskipun pada awalnya
petisi ini hanya menjadi bagian dari perdebatan publik, dukungan yang terus berkembang
akhirnya mendorong Presiden Indonesia untuk mengeluarkan peraturan amnesti yang
membatalkan hukuman pidana terhadap Baiq Nuril, sekaligus memberikan pesan kepada publik
tentang pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

Hasil akhir dari kampanye ini menunjukkan bahwa advokasi digital dapat menjadi alat
yang sangat efektif dalam mempengaruhi kebijakan publik, terutama ketika digunakan untuk
memobilisasi dukungan rakyat secara cepat dan efektif. Selain itu, ini juga menunjukkan
bagaimana media sosial dan platform digital tidak hanya digunakan untuk menyebarkan
informasi, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat politik yang kuat untuk memperjuangkan

keadilan sosial dan perubahan kebijakan yang lebih baik.

METODE PENELITIAN
Dalam konteks penelitian mengenai framing advokasi kebijakan di era digital, khususnya
melalui petisi online untuk amnesti dengan kasus Baiq Nuril, pendekatan yang digunakan akan

memadukan teori framing, advokasi digital, dan analisis media untuk memahami bagaimana
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pesan dan isu diartikulasikan dalam platform digital guna mempengaruhi opini publik dan

kebijakan pemerintah.

Berikut adalah pendekatan penelitian yang dapat digunakan untuk menganalisis kasus ini:

1. Pendekatan Kualitatif : Analisis Framing

Pendekatan kualitatif sangat cocok untuk penelitian tentang framing, karena dapat

mendalami bagaimana pesan dan narasi dibentuk melalui teks dan gambar di platform digital

seperti petisi online. Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana isu-isu tertentu dikonstruksi

dan dipersepsikan dalam ruang digital, serta bagaimana framing tersebut berpotensi

mempengaruhi kebijakan.

Langkah-langkah Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Framing:

1. Identifikasi Petisi Online sebagai Objek Studi

a.

Petisi untuk amnesti Baiq Nuril dapat menjadi fokus utama. Petisi ini menjadi
simbol perjuangan dalam konteks kebijakan hukum yang berkaitan dengan keadilan
bagi korban pelecehan seksual.

Analisis akan melihat petisi online di platform seperti Change.org, serta halaman

terkait di media sosial yang mendukung atau mengomentari petisi tersebut.

2. Analisis Framing Pesan Petisi

a.

Teori Framing (Entman, 1993) akan digunakan untuk menganalisis bagaimana petisi
tersebut membingkai masalah (Baiq Nuril sebagai korban pelecehan seksual),
penyebab (ketidakadilan dalam sistem hukum Indonesia), dan solusi (amnesti
sebagai bentuk keadilan).

Framing dapat dianalisis dengan melihat penggunaan bahasa dan gambar visual
yang digunakan untuk membentuk persepsi audiens. Ini bisa mencakup frasa-frasa
yang menggugah emosi, seperti "keadilan yang tertunda" atau "memperjuangkan

hak korban".

3. Identifikasi Framing Dominan

a.

Menilai framing yang mendominasi dalam petisi online. Apakah pesan-pesan
tersebut lebih menekankan pada ketidakadilan sistemik atau pada keberanian

individu Baiq Nuril sebagai korban?
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b.  Mengidentifikasi apakah framing yang digunakan dalam petisi lebih mengarah pada
moralitas, hak asasi manusia, atau kepentingan hukum untuk mempengaruhi
persepsi publik.

4.  Framing Media Sosial

a.  Petisi online sering kali dibagikan di media sosial, yang memperluas jangkauan
pesan advokasi. Menganalisis bagaimana komentar, hashtag, dan repost membentuk
narasi di luar platform petisi.

b. Media sosial sering kali berfungsi sebagai ruang diskusi di mana audiens
memperdebatkan berbagai aspek kebijakan atau masalah yang diangkat dalam

petisi, sehingga penting untuk menganalisis dinamika ini.

Metode Pengumpulan Data:
1.  Dokumentasi teks
Mengumpulkan teks dari petisi online, artikel, dan komentar di media sosial.
2. Analisis visual
Menganalisis gambar atau infografis yang digunakan dalam petisi dan kampanye
media sosial yang terkait.
3. Wawancara (Opsional)
Wawancara dengan penggagas petisi, pendukung, atau pembuat kebijakan untuk

memahami perspektif mereka terkait framing pesan.

2.  Pendekatan Kuantitatif: Pengukuran Efektivitas Petisi

Meskipun framing lebih sering dianalisis dengan pendekatan kualitatif, pendekatan
kuantitatif juga dapat digunakan untuk mengukur dampak dan efektivitas petisi online dalam
mengubah kebijakan atau mempengaruhi opini publik.

Langkah-langkah Pendekatan Kuantitatif:
1. Mengukur Dukungan Petisi

a.  Menghitung jumlah tanda tangan yang terkumpul selama periode waktu tertentu.

Apakah ada lonjakan tanda tangan setelah kampanye media sosial atau setelah tokoh

publik mendukungnya?
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2.

3.

b.

Melihat data demografis orang yang menandatangani petisi: siapa yang
mendukungnya? Apakah dukungan lebih banyak berasal dari kelompok tertentu

dalam masyarakat?

Analisis Sentimen di Media Sosial

a.

Analisis sentimen dapat dilakukan untuk mengukur perasaan atau opini audiens
terhadap isu yang diangkat dalam petisi. Ini bisa mencakup mengidentifikasi apakah
komentar di media sosial lebih sering bersifat positif, negatif, atau netral terhadap
petisi tersebut.

Alat seperti Sentiment Analysis Tools (misalnya, VADER Sentiment Analyzer atau
TextBlob) dapat digunakan untuk menganalisis komentar yang ada di Twitter,

Facebook, atau media sosial lainnya yang membahas petisi.

Tracking Respons Pembuat Kebijakan

a.

Mengukur apakah petisi online tersebut mempengaruhi respons pembuat kebijakan.
Misalnya, apakah ada pernyataan publik dari pejabat pemerintah mengenai isu yang
diangkat, atau apakah ada perubahan kebijakan terkait dengan petisi tersebut?

Frekuensi media: Berapa kali petisi ini diliput oleh media mainstream, dan apakah
ada perubahan dalam narasi media tentang masalah hukum yang dihadapi Baiq

Nuril?

Metode Pengumpulan Data

1.

Statistik Tanda Tangan

Melihat perubahan jumlah tanda tangan petisi dalam periode tertentu.

Sentiment Analysis

Menggunakan perangkat lunak analisis sentimen untuk memeriksa pola sentimen yang

berkembang di media sosial.

Data Media

Mengumpulkan dan menganalisis laporan berita untuk melihat apakah petisi telah

mempengaruhi liputan media atau kebijakan.

Pendekatan Studi Kasus:

Pendekatan studi kasus akan memberikan gambaran yang lebih dalam mengenai dinamika

yang terjadi di balik petisi online dan proses advokasi kebijakan. Dalam pendekatan ini, fokus
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utamanya adalah pada konteks sosial, politik, dan hukum dari kasus Baiq Nuril dan bagaimana

petisi tersebut diintegrasikan dalam upaya advokasi yang lebih besar.

Langkah-langkah dalam Pendekatan Studi Kasus:

Konteks Kasus Baiq Nuril

a.  Memahami latar belakang hukum: Mengkaji konteks hukum yang dihadapi Baiq
Nuril dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi persepsi publik terhadap keadilan.

b.  Menelaah faktor-faktor politik dan sosial: Apa saja dinamika sosial dan politik yang
mempengaruhi kebijakan amnesti atau perubahan hukum terkait kasus tersebut?

Proses Kampanye dan Advokasi Digital

a. Memahami bagaimana petisi online digunakan sebagai bagian dari kampanye
advokasi digital untuk mempengaruhi pembuat kebijakan.

b.  Menganalisis peran organisasi advokasi atau kelompok tertentu dalam
mempromosikan petisi dan mengarahkan perhatian publik ke kasus Baiq Nuril.

Dampak dan Hasil Advokasi

a.  Menilai apakah petisi dan advokasi digital yang dilakukan berhasil mengubah
kebijakan atau memperoleh respons dari pemerintah atau lembaga legislatif.

b.  Mengidentifikasi apakah ada perubahan kebijakan atau perhatian lebih besar
terhadap isu keadilan hukum bagi korban kekerasan seksual sebagai akibat dari

mobilisasi ini.

Metode Pengumpulan Data

1.

Wawancara dengan aktor kunci

Wawancara dengan penggagas petisi, ahli hukum, pembuat kebijakan, dan aktivis yang
terlibat dalam kasus tersebut.

Analisis dokumen

Mengkaji dokumen terkait seperti pernyataan pemerintah, laporan media, dan hasil

pertemuan kebijakan.

Pendekatan Multimodal: Menggabungkan Kualitatif dan Kuantitatif

Pendekatan multimodal memadukan analisis kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan

gambaran yang lebih lengkap. Dalam konteks ini, penelitian dapat menggabungkan analisis
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framing pesan petisi dengan pengukuran efektivitas advokasi digital dalam mencapai perubahan

kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian: Framing Advokasi Kebijakan Di Era Digital - Studi Kasus Petisi Online

Untuk Amnesti Baiq Nuril

1. Framing Narasi dalam Kampanye Petisi Online

a.

Isu Ketidakadilan Hukum: Framing utama dalam kampanye ini adalah narasi
ketidakadilan yang dialami oleh Baiq Nuril sebagai korban pelecehan seksual yang
justru dihukum karena menyebarkan bukti pelecehan. Petisi dan materi kampanye
lainnya menggambarkan hukum yang tidak melindungi korban, tetapi malah
menghukum mereka, yang memperburuk posisi korban.

Keberpihakan pada Korban: Framing kedua yang sangat dominan adalah
keberpihakan pada korban. Kampanye ini secara jelas menekankan bahwa hukum
seharusnya berpihak pada korban, bukan pada pelaku pelecehan. Pesan ini dikemas
dalam bentuk narasi perlindungan hak perempuan dan perlindungan terhadap
korban kekerasan seksual.

Hak Asasi Manusia dan Keamanan Digital: Sebagian besar framing dalam
kampanye ini juga mengangkat isu hak privasi dan keamanan digital. Baiq Nuril
dihukum karena merekam percakapan telepon sebagai bukti pelecehan seksual,
yang kemudian dianggap melanggar hukum terkait privasi. Framing ini
memperjuangkan hak untuk mengungkapkan kebenaran dan mengedukasi
masyarakat tentang perlunya peraturan hukum yang adil dalam konteks kejahatan

seksual dan perlindungan korban.

2. Mobilisasi Publik melalui Petisi Online

a.

Pengumpulan Tanda Tangan: Petisi online yang dimulai di platform Change.org
dengan tajuk "Amnesti untuk Baiq Nuril" berhasil mengumpulkan lebih dari
200.000 tanda tangan dalam waktu yang relatif singkat, menunjukkan betapa
cepatnya kampanye ini mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Pengumpulan
tanda tangan ini menjadi salah satu indikator penting dari keberhasilan advokasi

digital dalam menyatukan masyarakat untuk tujuan bersama.
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Kampanye di Media Sosial: Melalui penggunaan hashtag seperti #SaveBaiqNuril
dan #AmnestiBaiqNuril, kampanye ini menyebar ke berbagai platform media sosial,
termasuk Twitter, Instagram, dan Facebook. Aktivis dan masyarakat umum
memanfaatkan media sosial untuk membahas ketidakadilan dalam kasus Baiq Nuril,
serta menuntut amnesti dari pemerintah. Pembahasan di media sosial ini
menciptakan gelombang solidaritas yang mendorong lebih banyak orang untuk
menandatangani petisi dan menyuarakan dukungan mereka.

Peran Influencer dan Media Massa: Sejumlah influencer dan media massa turut
memperkuat kampanye ini, dengan memberikan perhatian lebih pada isu ini melalui
artikel, wawancara, dan unggahan di media sosial. Dampaknya, kesadaran akan
kasus ini semakin meluas dan menarik perhatian masyarakat luas, yang akhirnya

mengarah pada tekanan publik terhadap pihak berwenang.

3. Reaksi Pemerintah dan Pengaruh Terhadap Kebijakan

a.

Tanggapan Presiden Indonesia: Tekanan publik yang besar, baik melalui petisi
online maupun media sosial, akhirnya mempengaruhi keputusan pemerintah.
Presiden Indonesia pada akhirnya mengeluarkan keputusan amnesti bagi Baiq Nuril,
mencabut hukuman pidana yang dijatuhkan kepadanya dan memberi pesan bahwa
korban pelecehan seksual harus mendapat perlindungan, bukan dihukum.

Dampak pada Sistem Hukum: Meskipun keputusan ini langsung menguntungkan
Baiq Nuril, kampanye ini juga menciptakan perdebatan yang lebih luas mengenai
kebutuhan untuk reformasi hukum terkait perlindungan korban kekerasan seksual.
Banyak pihak yang menganggap bahwa sistem hukum Indonesia perlu merevisi
ketentuan yang mengatur hak korban dalam mengungkapkan bukti pelecehan

seksual tanpa takut dihukum.

4.  Pengaruh Framing terhadap Opini Publik

a.

Penyebaran Pesan Keberpihakan pada Korban: Framing yang menekankan pada
keadilan bagi korban dan perubahan kebijakan hukum berhasil membentuk opini
publik yang lebih sensitif terhadap isu-isu perempuan dan hak asasi manusia.
Kampanye ini berhasil menunjukkan bahwa advokasi digital dapat membentuk
opini publik secara cepat dan efektif, yang pada akhirnya mendukung upaya
perubahan kebijakan.
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5.

Penyatuan Narasi Sosial: Isu pelecehan seksual dan ketidakadilan yang dialami Baiq
Nuril tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga masalah sosial yang
mendapat perhatian luas. Framing yang dibangun dalam kampanye ini berhasil
menyatukan berbagai elemen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap hak

asasi manusia, gender, dan perubahan kebijakan sosial.

Kesimpulan dari Hasil Penelitian

a.

Framing yang Efektif: Framing yang berhasil dalam kampanye ini berfokus pada
narasi keadilan, hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap korban pelecehan
seksual. Dengan menggunakan framing yang kuat dan relevansi sosial yang tinggi,
kampanye ini tidak hanya berhasil mendapatkan dukungan luas, tetapi juga
memengaruhi perubahan kebijakan yang berpihak pada korban.

Peran Media Sosial dalam Mobilisasi Aksi: Media sosial dan petisi online terbukti
menjadi alat yang sangat efektif dalam mobilisasi publik dan advokasi kebijakan.
Kampanye ini menunjukkan bahwa advokasi digital dapat mempercepat proses
perubahan kebijakan, dengan memanfaatkan platform yang dapat mencapai audiens
yang sangat luas dalam waktu singkat.

Pengaruh Jangka Panjang terhadap Reformasi Hukum: Walaupun keputusan
amnesti diberikan kepada Baiq Nuril, kasus ini memberikan momentum bagi diskusi
yang lebih luas tentang reformasi hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan
perlindungan korban kekerasan seksual. Kampanye ini menjadi katalis untuk
membuka percakapan yang lebih besar mengenai perubahan kebijakan di bidang

hukum.

Temuan Utama

1.

Framing dalam kampanye petisi berhasil menyoroti ketidakadilan hukum dan

keberpihakan pada korban pelecehan seksual.

Mobilisasi publik melalui petisi online dan media sosial sangat efektif dalam

menggerakkan opini publik dan menekan pengambil kebijakan.

Reaksi pemerintah terhadap tekanan publik menunjukkan bahwa advokasi digital

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan kebijakan publik.

Kampanye ini memberikan wawasan tentang pentingnya perubahan kebijakan hukum

untuk melindungi korban kekerasan seksual di Indonesia.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis framing dalam konteks advokasi kebijakan digital melalui petisi

online untuk amnesti, seperti kasus Baiq Nuril, dapat disimpulkan bahwa petisi online bukan

hanya sekadar alat untuk mengumpulkan tanda tangan, tetapi juga merupakan mekanisme yang

kuat untuk mempengaruhi opini publik, meningkatkan kesadaran, dan mendorong perubahan

kebijakan. Beberapa temuan penting dari studi ini adalah :

1. Peran Framing dalam Mempengaruhi Opini Publik :

o

Petisi online memanfaatkan framing yang kuat untuk menggugah emosi audiens,
seperti penekanan pada ketidakadilan hukum dan keadilan sosial bagi korban
pelecehan seksual. Pesan-pesan yang dibingkai dengan bahasa moral dan
humanistik (misalnya, "keadilan yang tertunda", "hak korban") sangat efektif dalam
menarik perhatian masyarakat dan membentuk persepsi publik terhadap isu yang
diangkat.

Framing ini menciptakan narasi yang mendukung Baiq Nuril sebagai korban yang
tidak mendapatkan keadilan, yang pada gilirannya mendorong orang untuk

mendukung amnesti dan perubahan hukum.

2. Efektivitas Petisi Online dalam Mobilisasi Sosial:

o

Petisi online untuk Baiq Nuril menunjukkan betapa kuatnya media sosial dalam
mengorganisasi dan memobilisasi dukungan. Kampanye digital ini mampu
mengumpulkan ribuan tanda tangan dalam waktu singkat dan mendapat perhatian
luas dari masyarakat, media, serta tokoh publik.

Meskipun ada tantangan dalam hal keberlanjutan aksi (seperti memastikan petisi
tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi perubahan kebijakan nyata), petisi ini
berhasil memperkuat posisi advokasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok

hukum dan sosial.

3. Pengaruh Petisi terhadap Kebijakan Pemerintah:

o

Sebagai alat advokasi, petisi online dalam kasus Baiq Nuril berfungsi untuk
menekan pemerintah agar memperhatikan kembali keputusan yang diambil oleh
sistem peradilan Indonesia. Meskipun perubahan kebijakan tidak terjadi secara

instan, petisi ini membuka ruang diskusi tentang keadilan hukum dan
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memperlihatkan seberapa besar dukungan publik terhadap amnesti untuk Baiq
Nuril.
Petisi online memberikan legitimasi sosial terhadap isu yang dibawa, membuatnya

lebih sulit diabaikan oleh pemerintah atau pembuat kebijakan.

4.  Keterbatasan dan Tantangan dalam Petisi Online:

o

Saran

Walaupun petisi online dapat memobilisasi perhatian dan dukungan, ada tantangan
terkait keberlanjutan keterlibatan serta pengaruh langsung terhadap kebijakan
publik. Tanpa adanya mobilisasi lebih lanjut atau aksi-aksi nyata (seperti lobby atau
demonstrasi), petisi sering kali hanya menghasilkan dukungan simbolis yang tidak
selalu diterjemahkan ke dalam perubahan kebijakan yang substansial.

Validitas dan representasi juga menjadi masalah, karena petisi online bisa
menunjukkan dukungan yang besar, namun tidak selalu mencerminkan keterlibatan

yang mendalam dari masyarakat.

Berdasarkan temuan di atas, beberapa rekomendasi dapat disarankan untuk memperkuat

efektivitas petisi online sebagai alat advokasi kebijakan di era digital, terutama dalam konteks

perubahan kebijakan publik:

1.  Memperkuat Kolaborasi dengan Organisasi Advokasi Lain

o

Untuk memastikan bahwa petisi online tidak hanya menjadi simbol dukungan, perlu
ada kerjasama dengan organisasi advokasi dan kelompok kepentingan yang
memiliki sumber daya dan kapasitas untuk mendorong perubahan kebijakan lebih
lanjut. Petisi dapat menjadi titik awal dari sebuah kampanye advokasi yang lebih

besar, termasuk lobbying terhadap pembuat kebijakan dan aksi protes langsung.

2. Menggunakan Petisi sebagai Alat untuk Meningkatkan Kesadaran Publik dan Tekanan

pada Pembuat Kebijakan

o

Petisi harus dilihat sebagai bagian dari strategi advokasi yang lebih luas.
Selanjutnya, petisi yang berhasil harus dapat digunakan untuk membangun tekanan
yang lebih besar terhadap pembuat kebijakan, misalnya melalui penggalangan opini
publik melalui media massa, pemberitaan media, dan dokumentasi kasus yang lebih

mendalam.
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o

Selain itu, penggunaan data yang kuat dan studi kasus dalam petisi dapat membantu

memperkuat argumentasi dan meningkatkan keseriusan pesan yang disampaikan.

3. Meningkatkan Keterlibatan Audiens untuk Tindakan Nyata

o

Petisi online harus lebih dari sekadar ajakan untuk menandatangani; harus ada
ajakan bertindak konkret yang mengarahkan audiens untuk terlibat lebih lanjut. Ini
bisa mencakup penggalangan dana, menghubungi pembuat kebijakan, atau
berpartisipasi dalam aksi nyata seperti demonstrasi atau pertemuan dengan
legislator.

Menggunakan media sosial untuk membangun komunitas pendukung yang dapat
terus mendorong pesan dan mengorganisir aksi-aksi lebih lanjut dapat memperbesar

dampak petisi.

4.  Meningkatkan Penggunaan Analisis Sentimen untuk Menilai Efektivitas Kampanye

o

Untuk lebih memahami bagaimana pesan advokasi diterima oleh publik dan
mengukur respon audiens, penting untuk menggunakan analisis sentimen terhadap
komentar-komentar yang muncul di media sosial dan petisi online. Ini akan
memberikan gambaran yang lebih jelas tentang persepsi masyarakat terhadap isu

tersebut dan bagaimana narasi yang dibangun dapat mempengaruhi sikap mereka.

5. Mengatasi Tantangan Keberlanjutan dan Dampak Jangka Panjang

o

Penting untuk memikirkan strategi untuk menjaga momentum setelah petisi online
berhasil mengumpulkan dukungan. Ini bisa berupa komunikasi lanjutan dengan para
penandatangan untuk memastikan bahwa mereka tetap terlibat dalam upaya
advokasi jangka panjang, baik itu melalui email, platform media sosial, atau

pertemuan langsung.

Selain itu, pemantauan terhadap kemajuan kebijakan dan penilaian terhadap dampak petisi

secara teratur dapat memberikan gambaran apakah advokasi yang dilakukan benar-benar

membawa perubahan atau hanya terbatas pada tingkat permukaan.
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